[ SALINAN }

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020, perubahan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa tarif retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah
tidah sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah —-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan :

B

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Berita daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 11),
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 78.

Salinan sesuai ¢lengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG KOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 OKTOBER 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI (Rp)

Tanpa Dengan

JENIS RETRIBUSI Uyt Berleala Penggantian | Penggantian
Pertama Kali . .
(Rp) Bukti Lulus Bukti Lulus
Uji (Rp) Uji (Rp)
a. Kendaraan dengan JBB 0| 300.000,00 150.000,00

- 3.500 Kg

b. Kendaraan dengan JBB| 300.000,00 150.000,00
3.501 - 15.000 Kg

c. Kendaraan dengan JBB| 300.000,00 150.000,00
lebih dari 15.000 Kg

d. Kendaraan Gandengan | 300.000,00 150.000,00
atau Kereta Tempelan

Penggantian Bukti Lulus Uji :

a. Sebelum habis masa uji 250.000,00
karena rusak
b. Sebelum habis masa uji 250.000,00

karena hilang

c. Kendaraan numpang uji 125.000,00
keluar wilayah domisili
yang kartu wuji sudah
digunakan 2 (dua) kali
masa pengujian

BUPATI PONOROGO,
iy b

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG KOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003
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